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BAB II 

PEMERIKSAAN DOKUMEN 

      Pada bagian pemeriksaan dokumen ini diperlukan dokumen-dokumen hukum 

yang terkait dan relevan untuk diteliti sesuai dengan permasalahan yang sedang 

penulis kaji. Terkait dengan proses penyidikan tindak pidana menyiarkan berita 

bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat yang dilakukan oleh 

organisasi atau kelompok Sunda Empire, diperlukan beberapa peraturan 

penunjangnya, sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Peraturan 

itu adalah sebagai berikut: 

A. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana  

Pasal 14  

1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan 

sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman 

penjara setinggitingginya sepuluh tahun. 

2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang 

dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat 

menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum 

dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.  

Pasal 15 

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan 

atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat 

menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat   
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menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara 

setinggi-tingginya dua tahun. 

B. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Dipidana sebagai pembuat (deader) sesuatu perbuatan pidana : 

ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta 

melakukan perbuatan; 

ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman 

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan, sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.  

C. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik 

D. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 



11 
 

  
 

E. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana 

(PERKA POLRI 6/2019) 

      Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang 

dimaksud dengan:  

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah 

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. 

2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

F. Pasal 34 dan Pasal 35  Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKA POLRI 

6/2019) 

Pasal 34 

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan 

bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime 

Investigation); 

Pasal 35  

Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain: 
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a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan 

pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan 

dan/atau perlakuan khusus; 

b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas 

Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;  

c.  kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan 

pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan 

penanganan/perlakuan fisik secara khusus; 

d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan 

tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan 

psikis secara khusus; dan  

e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan 

dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan 

dan/atau perlakuan khusus. 


